GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 248/ keP/ 2018
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (2), Pasal 271 ayat (1)

Mengingat

: 1.

dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah bahwa Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat memiliki tugas untuk melakukan
evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota
tentang RPJMD untuk menguji kesesuaian rancangan
perda RPJMD tersebut dengan RPJPD Kabupaten/Kota,
RPJMD Provinsi, dan RPJMN, kepentingan umum dan/
atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3
jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 827);




. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun
1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 58);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2009 Nomor 3);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
69 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi Dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah
Perencananan Pembangunan Daerah (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar
segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 berdasarkan
hasil Evaluasi tersebut dalam Diktum KESATU paling lambat
7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

Dalam hal Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 menjadi Peraturan
Daerah akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 RGUSTUS 2018

GUBERNUR
NEWA YOGYAKARTA,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan.

2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Istimewa
Yogyakarta.

3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Bupati Bantul.

5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH TAHUN 2016-2021

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

disusun berdasarkan tindak lanjut materi / substansi sebagai berikut:

5

Sistematika penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun
2016-2021 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Dari Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021, terdapat beberapa hal yang
perlu ditindaklanjuti :

a. Agar memperhatikan kesesuaian antara proyeksi kemampuan
keuangan daerah pada Bab 3 dengan rincian pendanaan program di
Bab 7.

b. Pada sub Bab 2.1. Aspek Geografi dan Demografi Tabel 2.67.
Ketersediaan Energi dan Protein (KEP) untuk dikonsumsi Tahun
2012-2017. Agar dimuat penjelasan turunnya ketersediaan energi




protein untuk dikonsumsi, alasan yang disampaikan lebih kepada
menurunnya daya beli masyarakat. Narasi penjelasan disesuaikan
dengan tabel data yang ditampilkan.

. Perlu adanya penajaman terkaitan rencana pengembangan BUMD
ke depan, termasuk penyertaan modal yang harus dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Bantul dan agar dicantumkan pemenuhan
penyertaan modal BUMD hingga saat ini.

. Harus ada kesesuaian antara permasalahan yang ada di Bab 4
dengan data yang ditampilkan di Bab 2.
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